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Agenda Acara 1. Rencana Kerja Ombudsman Tahun 2020
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3. Hal — hal lain yang terkait
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Kabag Set Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
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Anggota Komisi | dan |l DPR R

A. Pendahuluan
Pada hari Senin, 13 Januari 2020 Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam. Bapak DR. Azis
Syamsuddin melaksanakan rapat koordinasi dengan Pimpinan Ombudsman. Pertemuan
ini dihadiri oleh Bapak Prof. Drs. Adrianus Meliala M.Si, M.Sc., Ph.D dan Ibu Dr. Ninik
Rahayu, SH., MS. beserta Sekertaris Jenderal ORI dan jajarannya.
Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa hasil dari kajian maupun monitoring dari

Ombudsman dapat dipergunakan oleh semua komisi, khususnya Komisi I, Il dan Il dan
bidang — bidang yang berada dibawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan
Keamanan.

B. Pokok-pokok Pembicaraan

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam
diantaranya :

a. Terkait pelayanan terhadap TKI yang meliputi pengurusan perpanjangan visa,
pengiriman uang dan lainnya.

b. Terkait lulusan IPDN dimana saat ini banyak instansi yang tidak mempergunakan
lulusan dari sekolah tersebut.

c. Evaluasi terhadap pelayanan Kepolisian, Kementerian Hukum dan Ham.



d.

e.

Kajian terhadap pelayan publik terkait sosialisasi Undang-undang yang sedang
dibahas kepada masyarakat.

Perlu dilakukan monitoring dan kajian terhadap layanan yang diberikan kepada
masyarakat di pedesaan seperti pelayanan KTP, SKCK, Sertifikat tanah, paspor
dan lain — lain.

C. Pendalaman
Komisioner Ombudsman menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1.

Harapan dari Ombudsman RI bahwa hasil kajian atau pengawasan dapat
disalurkan kepada komisi-komisi diluar Komisi Il. Namun untuk saat ini belum ada
saluran yang memungkinkan Ombudsman untuk menyampaikan hasil kajiannya,
terutama terkait pertahanan, hukum, pendidikan dan kesehatan.

Hingga saat ini laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman masih
terkait pelayanan dan kinerja kepolisian, pertanahan, pelayanan kesehatan dan
Pendidikan,

Ombudsman saat ini telah melakukan pendampingan serta monitoring untuk
rekruitmen tantama dan bintara TNI serta SMA Nusantara, Sedangkan untuk Polri
sudah 2 tahun melakukan pendampingan.

4. Ombudsman sampai saat belum melakukan pengkajian secara mendalam terkait
partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan sebuah RUU.

5. Terkait kementerian Hukum dan HAM permasalahan yan terbesar adalah dalam
penanganan Lembaga pemasyarakatan, dimana masalah over load / over capacity
harus melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan dan BNN.

8. Terkait Lembaga peradilan, bahwa masih ditemukan masalah petikan putusan
pengadilan yang kerap terlambat di terima.

7. Ombudsman mengharapkan revisi UU Nomor 37 tahun 2008 untuk
penyempurnaan terkait kepegawaian, penyelengaraan laporan dan penguatan
kelembagaan.

D. PENUTUP

—

. Wakil Ketua DPR Ri/Korpolkam meminta agar Ombudsman membuat kajian serta

pengawasan terhadap layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat,
khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Karena hingga saat ini masih
banyak hambatan yag dirasakan oleh masyarakat bawah, seperti pada pengurusan
KTP, KK, Sertifikat Tanah, Kesehatan dan Pendidikan.

2. Kajian yang telah disusun cleh Ombudsman akan dibahas dalam rapat gabungan
dengan Komisi 11 dan IIl.

Pertemuan ditutup pada pukul 15.30 WIB

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat

Ddanis Maya, SH.
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